
  

 

 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020 

Tentang 

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 

 

 
Pemohon : Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) diwakili 

oleh Elly Rosita Silaban sebagai Presiden Dewan Ekseskutif 
Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN 
KSBSI) Periode 2019-2023                                       dan Dedi 
Hardianto sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ekseskutif 
Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN 
KSBSI) Periode 2019-2023 

Jenis Perkara : Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Formil dan Pengujian Materril UU 11/2020 terhadap UUD 
1945 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
Tanggal Putusan : Kamis, 25 November 2021 
Ikhtisar Putusan : 

  Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang 
merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU 11/2020) dikarenakan sistem perundangan-undangan di Indonesia tidak mengenal 
konsep omnibus law dan sejak proses perencanaan hingga pengesahan bertentangan dengan 
syarat formil pembentukan undang-undang. 

 Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena 
yang dimohonkan pengujian formil undang-undang in casu UU 11/2020, maka Mahkamah 
berwenang untuk mengadilli permohonan a quo. 

 Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada graf [3.34] pada 
pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) 
hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup 
untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. Oleh karena UU 11/2020 
diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan 
permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan  Pemohon diterima oleh 
Mahkamah pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas 
Permohonan Nomor 240/PAN.MK/ 2020, yang kemudian diperbaiki oleh  Pemohon dengan 



2 

 

perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian permohonan  Pemohon 
diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-
undang. 

 Bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah 
pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam 
perkara 79/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021, pada graf [3.16] pada pokoknya 
menyatakan bahwa Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) 
hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup 
untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Berkenaan dengan hal 
tersebut, menurut Mahkamah, perkara a quo sedang dalam masa persidangan ketika Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara 
a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja 
sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, 
Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil 
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 
dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh 
pemeriksaan perkara, termasuk perkara  Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan 
terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di 
Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh 
Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah 
penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah 
menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 
2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, 
termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk 
beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi 
semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan 
pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara 
terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiel terhadap UU 11/2020. 

 Bahwa terhadap kedudukan hukum dalam pengujian formil, selain berdasarkan Pasal 
51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(UU MK) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-
V/2007, juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang 
pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kasus konkrit yang diajukan oleh  Pemohon perlu 
dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara  Pemohon dengan Undang-
Undang yang diajukan pengujian formil. Pemohon adalah organisasi buruh yang berbentuk 
konfederasi yang merupakan salah satu perwakilan konfederasi serikat pekerja/buruh yang 
tergabung dalam tim tripartit dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun demikian, 
Pemohon menerangkan proses pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas-asas 
pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon 
telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 
sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon dengan undang-undang yang 
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dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak 
terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak 
memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan formil a quo; 

 Bahwa terhadap kedudukan hukum dalam pengujian materiil, Pemohon yang 
merupakan organisasi konfederasi serikat pekerja/buruh merasa dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 
57 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 66 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, 
Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan 
Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima Bab 
IV UU 11/2020. Oleh karena, keberlakuan pasal-pasal tersebut berpotensi terjadinya 
pengurangan upah, penghapusan lama kontrak atau hubungan kerja dalam perjanjian kerja 
waktu tertentu (PKWT), perluasan alih daya (outsourcing), dan pengurangan pesangon, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 
28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

 Bahwa Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan 
kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat 
menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, 
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menurut anggapannya 
dirugikan dengan diberlakukan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni 
Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 
61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 
154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 
167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 
51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV UU 11/2020. Pemohon telah dapat 
menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat 
(causal verband) dengan diberlakukan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. 
Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian 
konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, 
terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh 
Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam permohonan pengujian materiil; 

 Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan  
Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan pengujian formil, dan  Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, serta setelah 
membaca secara saksama permohonan  Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 
keterangan ahli  Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh  Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis  Pemohon, 
dan kesimpulan tertulis Presiden, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 

Dalam Pengujian Formil 

 Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh 
Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 
November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok 
permohonan menyatakan: 

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI 

untuk sebagian; 
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3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam 
waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan 
perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam putusan ini; 

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam 
tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi 
inkonstitusional secara permanen; 

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang 
tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-
pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis 
dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana 
baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

9. Menolak permohonan  Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

Terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan 
pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi 
Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. 
Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 
11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang 
diajukan  Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan 
pengujiannya. Dengan demikian, permohonan  Pemohon       a quo menjadi kehilangan objek. 

 Bahwa meskipun pokok permohonan  Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh 
Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 
November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak 
dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian 
menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya 
yang didalilkan  Pemohon a quo lebih lanjut. 

Dalam Pengujian Materiil 

 bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pengujian materiil, oleh 
karena Mahkamah melakukan pemisahan (spilitsing) pemeriksaan antara pengujian formil 
dengan pengujian materiil maka putusan terhadap permohonan a quo tidak dapat dipisahkan 
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dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 
11/2020. 

 2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional 
bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. 
Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan 
pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana 
substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan 
mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap 
permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek. 

 Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amarnya menyatakan permohonan  Pemohon tidak dapat diterima. 

 

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)  
 Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan 
Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) 
sebagai berikut: 

             Dengan ditolaknya permohonan pengujian formil maka pendapat hakim terhadap 
konstitusionalitas pengujian materiil pada permohonan ini dapat terus dilanjutkan. Dalam 
pendapat berbeda (dissenting opinion) ini, kami tidak akan merespons semua dalil 
permohonan Pemohon secara rinci. Hanya beberapa dalil saja yang akan kami respons, yakni 
terkait dengan dalil yang menurut pendapat kami penting dan harus dikabulkan, terutama ihwal 
beberapa isu hukum ketenagakerjaan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (to 
respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fullfil) hak konstitusional buruh, yakni 
terkait dengan Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disingkat 
PKWT); Relasi Antara Perusahaan Alih Daya (outsourcing), Perusahaan Pemberi Kerja 
dengan Pekerja; Perihal Pengupahan; dan Pembayaran Pesangon Dalam Pemutusan 
Hubungan Kerja.  

Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Jangka waktu untuk PKWT ini harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh 
dalam peraturan pemerintah karena terkait erat dengan pengaturan hak konstitusional pekerja, 
sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh Pemerintah saja melalui instrument hukum 
Peraturan Pemerintah (PP), melainkan juga ditentukan oleh DPR dan Pemerintah melalui 
instrumen hukum undang-undang. Oleh karena Pasal 56 ayat (3) UU Ciptaker ini berkait 
kelindan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ciptaker, maka pertimbangan hukum Pasal 56 
ayat (3) UU Ciptaker, berlaku pula untuk Pasal 59 ayat 1 huruf b UU Ciptaker. Berdasarkan 
uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum 
sepanjang isu hukum terkait.  

 

Relasi Antara Perusahaan Alih Daya (outsourcing), Perusahaan Pemberi Kerja dengan 
Pekerja 

Oleh karena itu, menurut kami Pasal 66 UU Ciptaker tidak memberikan perlindungan 
dan penghargaan yang memadai terhadap pekerja yang telah meningkatkan skill dan 
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keahliannya dalam hubungan kerja sehingga pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945. 
Dengan demikian, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang isu 
hukum terkait. 

  
Perusahaan Pemberi Kerja dengan Pekerja  

Di dalam perusahaan, penentuan Upah Minimum berdasarkan wilayah 
provinsi/kabupaten/kota dan Upah Minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota diperlukan pula kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja. Hal ini 
dilakukan agar buruh mendapat upah yang layak dan pengusaha pun dapat memberikan 
pengupahan dengan sistem proporsional dan tepat serta tidak boleh memberikan upah lebih 
rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam hal pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja ternyata lebih rendah, maka kesepatan tersebut batal demi hukum. 
Dengan demikian dalil Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang isu hukum 
terkait. 

 
Pembayaran Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja 

         Dengan demikian, ada beberapa hal yang membuat Pasal 165 UU Ciptaker 
bertentangan dengan UUD 1945, yaitu, pertama, Pasal 165 UU Ciptaker tidak memuat materi 
muatan perubahan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, sehingga materi muatan dimaksud dimuat 
di dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021. Kedua, materi muatan Pasal 47 PP 35 Tahun 2021 
bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena mengatur 
jumlah pembayaran uang pesangon dengan nominal lebih rendah dari ketentuan yang 
sebelumnya. Ketiga, konstitusionalitas UU Ciptaker dapat digantungkan pada Peraturan 
Pemerintah (PP) sebagai pelaksana ketentuan dimaksud, sehingga apabila materi muatan PP 
bertentangan dengan UUD 1945, maka secara serta merta materi muatan UU Ciptaker 
bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pengaturan jumlah pembayaran uang 
pesangon yang pengaturannya lebih rendah dari daripada jumlah pembayaran uang pesangon 
pada peraturan sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berlaku untuk semua 
pembayaran uang pesangon sebagai akibat adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan beralasan 
menurut hukum sehingga harus dikabulkan. 
 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan yang berkaitan dengan 
pertimbangan hukum di atas harus dikabulkan. 
 


